
BUPATI TULUNGAGUNG 
PROVINSI JAW A TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG 
NOMOR 163 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 

DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu
menetapkan Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 
Nomor 12 seri E); -
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG TENTANG TATA CARA 
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 
DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK 
DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung.
3. Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tulungagung sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan 
pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Daerah 
Otonom.

5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah 
Bupati.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten 
Tulungagung selaku pengelola barang milik daerah.

7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembatu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan 
urusan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Unit kerja adalah bagian PD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program.

9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 
pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang 
milik daerah

10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat 
Daerah yang memiliki fungsi pengelolaan barang milik daerah.

11. Pengguna barang adalah Kepala Perangkat Daerah selaku 
pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik 
daerah.

12. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Keija atau 
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
pengguasaan dengan sebagik-baiknya.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan Perda.

14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

15. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan barang milik daerah untuk 
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan 
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam 
melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan 
datang. r



3

16. Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan 
barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan 
sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan 
barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang 
milik daerah pada PD.

18. Standar kebutuhan barang adalah satuan jumlah barang yang 
dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan 
penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan 
kebutuhan barang milik daerah pada PD.

19. Standar Harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai 
acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan 
kebutuhan.

20. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat 
RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegaitan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk 

mengintegrasikan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam 
pengelolaan keuangan daerah di lingkup pemerintah daerah.

(2) Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk 
memberikan kejelasan dan panduan kepada PD/unit kerja 
PDdalam menyusun RKBMD Pengadaan dan RKBMD 
Pemeliharan terkait dengan penyusunan RKA-PD/Unit Kerja 
PD sebagai dasar pelaskanaan pengadaan dan pemeliharaan 
Barang Milik Daerah.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum

Pasal 3
(1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan 

memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD 
serta ketersedian Barang Milik Daerah yang ada.

(2) Ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan Barang Milik Daerah yang ada pada 
Pengelola Barang dan / atau Pengguna Barang;

(3) Perencanaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan 
riil Barang Milik Daerah pada PD sehingga dapat dijadikan 
dasar dalam penyusunan RKBMD.

Pasal 4
(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan 

setiap tahun setelah Rencana Kerja (Renja) PD ditetapkan.
(2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan 
penyediaan anggaran kebutuhan barn (new initiative) dan
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angka dasar (baseline) serta penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran.

(3) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada 
Rencana Kerja (Renja).

(4) Perencanaan kebutuhan sebagaimana ayat (1) kecuali untuk 
penghapusan, berpedoman pada:
a. standar barang
b. standar kebutuhan; dan/atau
c. standar harga.

(5) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan 
penghitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam 
perencanaan kebutuhan.

(6) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan 
sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan 
Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Barang 
Milik Daerah pada PD.

(7) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 
adalah adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan 
pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan 
kebutuhan.

(8) Standar barang, standard kebutuhan dan standar harga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) 
ditetapkan oleh Bupati.

(1) Penetapan standard kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (4) huruf b mempedomani peraturan perundang- 
undangan.

(2) Penetapan standard barang dan standard kebutuhan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan 
huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Teknis 
terkait

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan 
RKBMD pengadaan barang milik daerah mempedomani barang dan 
standar kebutuhan.

(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan 
oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan PD 
yang dipimpinnya.

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola 
Barang.

(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna 
Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna 
Barang dan/atau Pengelola Barang.

(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola 
Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain
a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;
b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan
d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7
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e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
g. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
h. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.

(5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan 
Barang dan Pengurus Barang Pengelola.

(6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah.

(7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan dasar penyusunan RKBMD.

Pasal 8
(1) RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak dapat

diusulkan oleh Pengguna Barang dan /atau Kuasa Pengguna 
Barang terhadap:
a. Barang Milik Daerah yang berada dalam kondisi rusak 

berat;
b. Barang Milik Daerah yang sedang dalam status 

penggunaan sementara;
c. Barang Milik Daerah yang sedang dalam status untuk 

dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau
d. Barang Milik Daerah yang sedang menjadi objek 

pemanfaatan.
(2) RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna 
Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah.

(3) RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan 
dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 
6 (enam) bulan Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk 
setiap unit aset tetap.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah

pada Pengguna Barang

Pasal 9
(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD

Pengadaan Barang Milik Daerah di lingkungan Kuasa 
Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD 
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Pengguna Barang paling lama minggu kedua bulan Mei.

Pasal 10
(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD 

Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) pada minggu 
ketiga bulan Mei.

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang 
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan 
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus 
Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap 
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.
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(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang 
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memastikan 
kebenaran data masukan penyusunan usulan RKBMD 
Pengadaan yang paling sedikit mempertimbangkan:
a. kesesuaian program perencanaan dan standar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4); 
dan

b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna 
Barang.

(4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang 
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang 
dalam menyusun RKBMD pengadaan Barang Milik Daerah 
pada tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit memuat 
informasi:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. program;
d. kegiatan;
e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar 

barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan
f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

Pasal 11
(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD 

Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) 
ditandatangani Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan 
Barang Milik Daerah berdasarkan hasil penelaahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan 
kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat 
bulan Mei.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 12
(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD 

pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkungan Kuasa 
Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD 
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Pengguna Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei.

Pasal 13
(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD 

pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pada minggu 
ketiga bulan Mei.

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan 
RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan 
Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk
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melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan 
usulan RKBMD pemeliharaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang 
disarnpaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk memastikan 
kebenaran data masukan penyusunan RKBMD pemeliharaan 
yang sekurang-kurangnya mengacu pada daftar-daftar barang 
Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai 
barang yang dipelihara.

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah tingkat Pengguna Barang 
yang paling sedikit memuat informasi:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang disetujui.

Pasal 14
(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD 

Pemeliharaan yang disarnpaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) 
ditandatangani Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah berdasarkan hasil penelaahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disarnpaikan 
kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat 
bulan Mei.

Pasal 15
(1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD pengadaan dan 

RKBMD pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 
ayat (2) untuk disarnpaikan kepada Pengelola Barang.

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna 
Barang dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4).

(3) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang 
kepada Pengelola Barang dilakukan paling lambat minggu 
kesatu bulan Juni.

Bagian Keempat
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan 

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 16
(1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data Barang 
Milik Daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya.

(2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang 
memuat informasi mengenai status barang dan kondisi 
barang.

<r < 0
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(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil 
penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang 
paling sedikit memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang disetujui.

(4) Dalam melaksanakan penelaahan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang 
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan 
Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan
memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan 
paling lambat minggu kedua bulan Juni.

Pasal 17
(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah 

dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan 
hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang 
paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Bagian Kelima
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 18
(1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data Barang 
Milik Daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya.

(2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang 
memuat informasi mengenai status barang dan kondisi 
barang.

(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil 
penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang 
paling sedikit memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang disetujui.

(4) Dalam melaksanakan penelaahan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang 
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan 
Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan 
memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan 
kelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan 
paling lambat minggu kedua bulan Juni.

4 #
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Pasal 19
(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan 
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

(3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang 
paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Pasal 20
(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) ditetapkan menjadi 
RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang.

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu 
keempat bulan Juni.

Bagian Keenam
Penyusunan Perubahan RKBMD 

Pasal 21
(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD.
(3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap penyusunan perubahan RKBMD.

Bagian Ketujuh
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat 

Pasal 22
(1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat 

kondisi darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk 
kebutuhan barn (new initiative) dan penyediaan anggaran 
angka dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaan 
dan/atau rencana pemeliharaan Barang Milik Daerah 
dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
bencana alam dan gangguan keamanan skala besar.

(3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna 
Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan 
penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD tahun 
berikutnya.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh 
Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan 
dalam penelaahan atas RKBMD yang disampaikan oleh 
Pengguna Barang bersangkutan pada APBD Perubahan tahun 
anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran 
berikutnya.

4 ^
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BAB IV
PENGANGGARAN RENCANA KEBUTUHAN 

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 23
(1) RKBMD dibiayai dengan APBD dalam proses sistem 

perenca/iaan dan penganggaran terpadu sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(2) Penganggaran RKBMD harus terinci dengan memuat nama 
barang, banyaknya barang dengan jumlah biaya dan 
informasi lainnya yang diperlukan.

(3) RKBMD yang kareria keterbatasan keuangan Daerah tidak 
dianggarkan dalam APBD tahun berkenan dapat 
dipertimbangkan pada APBD tahun anggaran berikutnya 
dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan 
keuangan Daerah.

Pasal 24
(1) RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dijadikan sebagai salah 
satu bahan bagi tim anggaran Pemerintah Daerah dalam 
rangka pengkajian dan verifikasi RKA- PD berhenaan dengan 
penganggaran pengadaan barang dan pemeliharaan barang 
pada PD.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya sebatas pada 
meneliti kecocokan antara data yang tertera dalam Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati dengan 
Penjabaran APBD dengan Data Daftar Kebutuhan Barang Unit 
dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit.

(3) RKBMD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud ayat (2) 
ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Daerah dengan 
Keputusan Bupati.

(4) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan 
pedoman bagi Kepala PD dalam pelaksanaan pengadaan 
barang dan pemeliharaan barang milik daerah.

(5) Format Usulan RKBMD Pengadaan pada Kuasa Pengguna
Barang, FormatUsulan RKBMD Pemeliharaan pada Kuasa 
Pengguna Barang, Format Penyampaian Hasil Penelaahan 
RKBMD oleh Pengguna Barang, Format Hasil Penelaahan 
RKBMD Pengadaan oleh Pengguna Barang, Format Hasil 
Penelaahan RKBMD Pemeliharaan oleh Pengguna Barang, 
Format RKBMD Pengadaan pada Kuasa Pengguna Barang, 
Format RKBMD Pemeliharaan pada Kuasa Pengguna Barang, 
Format Usulan RKBMD Pengadaan pada Pengguria Barang, 
Format Usulan RKBMD Pemeliharaan pada Pengguna Barang, 
Format Penyampaian Hasil Penelaahan RKBMD oleh Pengelola 
Barang, Format Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan oleh 
Pengelola Barang, Format Hasil Penelaahan RKBMD
Pemeliharaan oleh Pengelola Barang, Format RKBMD
Pengadaan pada Pengguna Barang, Format RKBMD
Pemeliharaan pada Pengguria Barang, Format RKBMD
Pengadaan Kabupaten, dan Format RKBMD Pemeliharaan 
Kabupaten tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tulungagung.

Drs. SUKAJI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor

Ditetapkan di Tulungagung 
pada tanggal ^ SOAi

I Tulungagung

£ ERAH



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG 
NOMOR : \C>3 TAHUN 2022 
TANGGAL : ^ October goaA

FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PENGADAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG................................................................  ft)
TAHUN ...........  (3)

H a l a m a n  : ............................  (1)
PEMERINTAH PROVINSI   (4)
KABUPATEN/KOTA   )5)
PENGGUNA BARANG ............................................................  ,6,

No. P ro g ra m /K e g ia ta n /O u tp u t U su la n  BMD K e b u tu h a n  M aka i m u m D ata D aftar B arang Yang D ap a t D io p tim a lis a s ik a n K e b u tu h a n  R ii l  BMD Ket.Kode B arang N am a Barang J u m la h S atu an Ju m la h S atu an Kode B arang N am a Barang J u m la h S atu an J u m la h S a tu an
1 2 3 4 5 5 --------- 7---------- ----------8---------- ----------9---------- ----------ID---------- ---------n --------- 12 13 --------- re-------- 13

A. Program
1 Kegiatan

a. Output
X .X X -X  X  xx.x

2 KegiAtan
a. Output

X .X .X -X  X .X X -X
3 £>st ..... .................................

B. Program
1 Kagiatan

a. Output
X .X .X .X X X X .X

2 Kegiatan
a. Output

X .X X .X X J C X .X
3 D s t.......

C. D st.......

(7f Pi 19) (10) 111) H2) (13) 114) 115, (10, t i l US, (19, 120, 121)

K u a s a  Pengguna Barang
................................... (23)

(22)

j2 J j
......(24)NIP.
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Petunjuk Pengisian :
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kola yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana keija 

SKPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlalcu 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi standart kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(15) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(16) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(17) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan un luk dioptimalisasikan.
(18) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(21) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(23) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

USULAN R EN C A N A  KEBU TU H A N  P E M E L IH A R A A N  BA R A N G  M IL IK  D A ERAH 
(REN CA N A  P E M E L IH A R A A N )

KUASA PEN G G U N A  B A R A N G ....................................................................... (2)
T A H U N ............  (3)

H a la m a n  : .................................... (1)

..........m

..........  (5)

....................... ( 6)

No. P ro g ra m / K egi a t a n /  O u t p u t
B a ra n g  Y a n g  D i p e l i h a r a U s u la n  K e b u tu h a n  P e m e l ih a r a a n

K e t.
K o d e  B a ra n g N a m a  B a ra n g Ju m la h S a tu a n S t a t u s  B a ra n g K o n d is i  B a ra n g N a m a  P e m e l ih a r a a n J u m l a h S a tu a n

B R R RB
~ T ~ 2 ------------ 3 4 5 5 7 8 9 10 n 1 2 13 R

A. Program
1 Kagiatan

a. Output
x .x .x .x .x .x x .x

2 Kegiatan
a. Output

x .x .x .x .x .x x .x
3 D st............................................

B Program
1 Kegiataii

a. Output
X .X .X .X .X .X X  X

2 Kegiatan
a. Output

x.x .x .x .x .xx.x
3 D st...............

C. D s t ...........................................

(~, (8) (9) HQ) ( I D (12) (12) (1 4 , (15) (16) a n (18) (19) (20)

.........  , ..........................(21)

Kuasa Pengguna Barang
................................ (22)

P E M E R IN T A H  PR O V IN SI s
K A B U PA TE N /K O TA  :
PEN G G U N A  BARANG s

NIP.
iS2i 
.... (23)
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Petunjuk Pengisian
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/ kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya.

(20) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap.

(21) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(22) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

$
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FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH PENGGUNA 
BARANG.

KOP SURAT............... (1)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Nomor :........................(2) Kepada
Sifat : Sangat Segera Yth..................................... (5)
Lampiran :........................(3) di -
Hal : Hasil Penelaahan RKBMD ....................................(6)

Tahun ..(4) pada......... (5)

Sehubungan dengan surat Saudara
Nomor:........................... (7) tanggal .....  (7) hal usulan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMDJ Tahun ..... (4) pada ....
(5) pada prinsipnya kami menyetujui RKBMD sebagaimana 
diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi 

berupa satuan barang milik daerah yang direkomendasikan 
untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD 
pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh Kuasa 
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan 
perubahan menjadi RKBMD Kuasa Pengguna Barang.

4. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud 
pada angka 3 di atas paling lambat Minggu keempat bulan Mei.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengguna Barang

Petunjuk Pengisian
(1) Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang) yang 

bersangkutan.
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(5) Diisi nama Unit Ke§a (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim.
(6) Diisi lokasi kedudukan Unit Keria (Kuasa Pengguna Barang) .
(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh Unit 

Kerja/ Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil Penelaahan 

RKBMD.
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FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG

PEMERINTAH PROVINSI 
KABUPATEN/KOTA 
PENGGUNA BARANG

(4)
15)
<6l

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PENGADAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG............................................................ (3)
TAHUN........... (3)

H alci man ■m

No. U sulan RKBMD K ebutuhan M aluim um Data D aftar Barang Yang Dapat D iop tim alisasikan K ebutuhan R iil  BMD
Rencana K ebutuhan 

Pengadaan BMD Yang 
D isetu ju i

Cara
Peine n u  ha n Ket.

Program /K egiatan/O ut p u t Kode Barang Nama Barang Ju m lah Satuan Ju m lah Satuan Kode Barang Nama Barang Ju m lah Satuan Ju m lah Satuan Ju m lah Satuan
~T~ -----------------------2 ------------- ----------- --------- 3— --------- 4----- --------5-------- --------5-------- 7 --------s 9 10 11 12 T3 re 1 5 1 6 17 1 8

A. Program
1 Kegiatan

a. Output
x x x x x n x

2 Kegiatan
a. Output

x.x.x.x.x.xx.x
3 Dst..................................

B Program
1 Kegiatan

a Output
X . X . X . X - X . X X . X

2 Kegiatan
a. Output

X . X . X . X . X . X X . X

3 Dst..................................

C. Dst.................................

l~) Wl 19) 1101 111i 112) (13) (U) 115) (16) 117) (18) ,19, (20) 121) (22) ____O il___ ____£*1___

................................................................. 125)
Disatujui.

Pengguna Barang...............................  (26|

No. Nama Jaoatan Ttd./Paraf Tanggal
l Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

"2“ Pen gurus Barang Pengguna

G-
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
(14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(15) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(16) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(17) Diisi kuantitas barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(18) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya.

(19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(21) Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui.
(22) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(23) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atan pembelian.
(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(26) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG............................................................... (2)
TA H U N...........  (3)

H a la m a n   ...........................  (1)
(4)
(5)
(6)

No. P ro g ra m /K e g ia ta n /O u tp u t
B arang Yang D ip e lih a ra U au lan  K e b u tu h a n  P em elih a raan

R e n can a  K e b u tu h an  
P e m e lih a ra a n  BMD Yang 

D ise tu ju i Ket.

Kode Barang Nam a B arang J u m la h S a tu a n S ta tu s  Barang K o n d ia i Barang Nam a P em elih a raan J u m la h S atuan J u m la h S atu an
B RR RB

T 2 3 5 ----------5---------- 5---------- --------------7-------------- 8 V 10 11 12 13 rc lb 16
A. Program

1 Kegiatan
a. Output

x.x.x.x x.xx.x
2 Kegiatan

a. Output
X X .X .X  X  XX X

3 D st.......................................

B. Program
1 Kegiatan

a. Output
xxx.x.x.xx.x

2 Kegiatan
a. Output

X  X  X X x . x x . x
3 D st.......................................

C. D st.......................................

O l8) 19) (10) (H I (12) 113) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20, 1211 (22)

........................................................... (23,
Pengguna Barang............................ (24)

PEMERINTAH PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA r
PENGGUNA BARANG

NIP.
j2Si
..... 125)

Telah diperiksa :
No. Nama JjLDJLtan Ttd./Paraf Tanggal

1 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
? Pengurus Barang Pengguna
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi narna Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom 

(9)vberdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang 
milik daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atan pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang Pemelihaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(20) Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara.
(21) Diisi satuan barang yang disetujui pemeliharaannya sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 
sebagainya.

(22) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap.

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(24) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PENGADAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG ................................................................  (2)
TA H U N ...........  (3)

H a  l a  m a n  : ......................................(1 )
PEMERINTAH PROVINSI .................................................................... (4)
KABUPATEN/KOTA .................................................................... (5)
PENGGUNA BARANG t ................................................................. 16 )

No. P ro g ram /K eg ia tan  /O u tp u t R encana  K e b u tu h a n  P en g ad aan  B arang  M il ik  D aerah (Yang D ise tu ju i) C ara P e m e n u h a n K et.
Kode B arang N am a B arang J u m la h S a tu an

~ T ~ 2 3 4 5 6 7 8
A. Program

1 Kegiatan
a. Output

X .X .X .X .X .X X .X 3 0 C

2 Kegiatan
a. Output

X .X .X .X .X .X X .X X X

3 b s t  ....................................

B. Program
1 Kegiatan

a. Output
X .X .X .X .X .X X -X X X

2 Kegiatan
a. Output

X .X .X .X .X .X X .X X X

3 D st ...............................................

C D s t ...............................................

(7) (8, <9l (10) (11) (12) 113) (14)

......................................................  (15)
K uasa P engguna Barang 
.........................................  (16)

n il
.....  (17)NIP.



11

Petunjuk Pengisian :
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten /Kola yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

SKPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlalcu 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pebelian.
(14) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(15) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(16) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(17) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

&  0
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FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG ................................................................  (2)
TAHUN...........  (3)

H a la m a n  : ........................... (1)
PEMERINTAH PROVINSI ............................................................  (4)
KABUPATEN/KOTA t ..........................................................  {5)
PENGGUNA BARANG ............................................................  (6,

No. P ro g ram /K eg ia tan / O u tp u t
B arang Y ang D ip e lih a ra

R en can a  K e b u tu h a n  P e m e lih a ra a n  Barang 
M il ik  D aerah (Yang D ise tu ju i) Ket.

Kode B arang Nam a B arang Ju m la h S a tu a n S ta tu s  B arang K o n d is i B arang N am a P e m e lih a ra a n J u m la h S atuan
B RR RB

T 2 3 4 5 6 7 8 9 ID n 12 13 14
A. Program

1 Kegiatan
a. Output

X .X .X .X .X .X X .X
2 Kegiatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.x

3 D st.......................................

B. Program
1 Kegiatan

a. Output
X X X X X X J t . X

2 Kegiatan
a. Output

x.x.x.x.x.xx.x
3 D st.......................................

C. D st.......................................

l~ l <8) <9> HO) 111) (12) (13) (14) (15, (16) (U ) (13, (19) (20)

Kuasa Pengguna Barang
.......................................(221

121/

NIP.
1221
.... (23)
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Petunjuk Pengisian
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/ kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian RKBMD yang disetujui.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya.

(20) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap.

(21) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(22) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan.
(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA BARANG................................................................ (2)
TA H U N ...........  (3)

PEMERINTAH PROVINSI ............................................................  )4)
KABUPATEN/KOTA ............................................................  (5)

H alam an  : m

N o. K u a s a  P e n g g u n a
B a r a n g / P r o g r a m / K e g i a t a n / O u t  p u t

U s u l a n  B a r a n g  M i l i k  D a e r a h K e b u t u h a n  M a k s i m u m D a ta  D a f t a r  B a r a n g  Y a n g  D a p a t  D i o p t i m a l i s a s i k a n K e b u t u h a n  R i i l  B M D K e t.
K o d e  B a r a n g N a m a  B a ra n g J u m l a h S a tu a n J u m l a h S a t u a n K o d e  B a r a n g N a m a  B a r a n g J u m l a h S a t u a n J u m l a h S a t u a n

~ r ~ 2 ------------5 — S ... ' ---------- 5---------- 6 ----------7 ........ ----------8----------- --------— -----------TO— 11 1 2 13 re 15
1 Kuasa Pengguna Barang......

A Program ........................................
1). Kegiatan

a. Output
X-X.X.X-X.XX.X

2|. Kegiatan
a. Output

x .x .x . x . x . x x . x
3|. b s t  ......................................................

B Program .....
I|. Kegiatan

a. Output
X.X.X.X X XX X

2|. D s t  ......................................................

C . D st........................................

2 Kuasa Pengguna Barang...................
A Program ....................

1|. K e g ia ta n
a. Output

X.X.X.X.X XX X
2|. D s t........................................

B D st........................................
1). D st.......................................

t6> (~) (3) I9l 1101 111) 112) H3) (i-t) 115) (16) (17) (13) 119) 120)

............................................................................. (21)

Pengguna Barang
....................122,

NIP.
£31
......(23)
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Petunjuk Pengisian :
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kola yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlalcu 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi standart kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(14) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(15) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(16) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan un luk dioptimalisasikan.
(17) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(19) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(20) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(21) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(22) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PEMELIHARAAN)

PENGGUNA B A R A N G .................................................................  (2)
TA H U N ............ (3)

H a la m a n  : ..................... (1)
PEMERINTAH PROVINSI .............................................................  (4)
KABUPATEN/KOTA : ...........................................................  (5)

No. K uasa P engguna
B a ra n g / P ro g ram / K e g ia ta n / O u tp u t

B arang  Y ang D ip e lih a ra U s u la n  K e b u tu h a n  P e m e lih a ra a n
K et.K ode B arang N am a B arang J u m la h S a tu a n S ta tu s  B arang K o n d is i B arang N am a P e m e lih a ra a n J u m la h S a tu a n

B RR RB1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n T2 13 re
1 Kuasa Pengguna Barang

A. Program
1| Kegiatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.x

2| Kegiatan
a. Output

X .X .X .X .X .X X .X
3| D st........................................

B. Program
1| Kegiatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.x

2| D st........................................

2 Kuasa Pengguna Barang
A. Program

I| Kegiatan
a. Output

x.x.x.x.x.xx.x
2| Dst........................................

B. Program
1| Kegiatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.x

2| D st........................................

3 D s t........................................

(6) ]7 j (8) (9) (10) ( U ) (12) (13) (14) (15) (15) (IT) (IS) (19)

.................................. (20)
Pengguna Barang
........................  (21)

.......... 122)

NIP .................................................................  (22)
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Petunjuk Pengisian
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/ kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya.

(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap.

(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(21) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH PENGELOLA 
BARANG.

KOP SURAT............... (1)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Nomor :........................(2) Kepada
Sifat : Sangat Segera Yth..................................... (5)
Lampiran :........................(3) di -
Hal : Hasil Penelaahan RKBMD ....................................(6)

Tahun ..(4) pada......... (5)

Sehubungan dengan surat Saudara
Nomor:........................... (7) tanggal .....  (7) hal usulan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMDJ Tahun ..... (4) pada ....
(5) pada prinsipnya kami menyetujui RKBMD sebagaimana 
diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
5. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi 

berupa satuan barang milik daerah yang direkomendasikan 
untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

6. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD 
pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

7. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh Kuasa 
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan 
perubahan menjadi RKBMD Kuasa Pengguna Barang.

8. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud 
pada angka 3 di atas paling lambat Minggu keempat bulan Mei.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengguna Barang

M

Petunjuk Pengisian
(1) Kop surat resmi yang berlaku.
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(5) Diisi nama SKPD.
(6) Diisi lokasi kedudukan SKPD.
(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh SKPD 

yang bersangkutan.
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil Penelaahan 

RKBMD.
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FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA BARANG..............................................................  (2)
TAHUN ...........  (3,

H a la m a n  : .................... (1)
PEMERINTAH PROVINSI : ........................................................ (4)
KABUPATEN/KOTA ........................................................... (5)

No.
U su lan  RKBMD K eb u tu h an  M aksim um Data D aftar Barang Yang D apat D io p tim a lisa s ik an K eb u tu h an  R iil  BMD

R encana K ebu tuhan  
Pengadaan BMD Yang 

D ise tu ju i Cara
P em enuhan Ket.

K uasa Pengguna
Barang/ P rog ram /K eg iatan /O u tpu t Kode Barang Nama Barang Ju m la h Satuan J u m la h Satuan Kode Barang Nama Barang J u m la h Satuan Ju m la h Satuan Ju m la h Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 5 ID n 12 13 13 1 $ 1 6 1 7 18
1 Kuasa Pengguna Barang .................

A. Program...................................
I|. Kegiatan

a. Output
X.X.X.X.X.XX.X

2|. Kegiatan
a. Output

X.X.X.X.X.XX.X
3|. Dst..................................

B. Program ..................................
1|. Kegiatan

a. Output
x.x.xx.xxxx

2|. Dst..................................

C. Dst..................................

2 Kuasa Pengguna Barang .................
A. Program .......

1| Kegiatan
a. Output

X.X.X.X.X.XX.X
2|. Dst..................................

B. Dst..................................

(6, (?) 181 (9, (10) a h (12) (13, 114) (15, (16) (17) a  SI (19) (20 , (21 , (22) (23,

Telah diperiksa :
No. Nama Jabatan Ttd./Paraf

i Pejabat Penatausahaan Barang
2 Pengurus Barang Pengelola

Disetujui. 
Pengelola Barang.............

(24,

-  (25)

NIP.
jsa
...........(26)
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana keija SKPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(14) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(15) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(16) Diisi kuantitas barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(17) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya.

(18) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(19) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(20) Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui.
(21) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(22) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atan pembelian.
(23) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(25) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PEMELIHARAAN)

PENGGUNA BARANG..............................................................  (2)
TAHUN ........... (3)

H a l a m a n  : ..........................  I l l
PEMERINTAH PROVINSI ........................................................... (4)
KABUPATEN/KOTA : ........................................................ (5)

No. Kuasa Pengguna
B arang/ Program / K eg ia tan /O u tp u t

Barang Yang D ip e lih a ra U su lan  K eb u tu h an  P em eliharaan
R encana K eb u tu h an  

P em eliha raan  BMD Yang 
D ise ti\ju i Ket.

Kode Barang Nama Barang Ju m la h Satuan S ta tu s  Barang K o n d is i Barang Nama P em eliharaan Ju m la h Satuan Ju m la h SatuanB RR RB
1 2 3 ? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 --------re -------- 15 --------re -------

1 Kuasa Pengguna Barang
A. Program ................

IT  Kegiatan
a. Output

x .x .x .x .x .x x .x
2|. Kegiatan

a. Output
x .x .x .x .x .x x .x

3). Dst...................................

B. Program ...... .
1|. Kegiatan

a. Output
x .x .x .x .x .x x .x

2|. Dst...................................

C Dst...................................

2 Kuasa Pengguna Barang
A. Program...................................

1|. Kegiatan
a. Output

X.X.X.X.X.XX X
2|. Dst...................................

B Dst..................................

t6l ( ') (8) 19) (10) a n 112) a n (14) (15) (16) (17) ,18) (19, (20) 121,

...........................................  (22)

Pengelola Barang................................ (23)

................... .........  G4i
NIP...............................................................(24)

Telah diperiksa :
No. Nama Jabatan Ttd./Paraf Tanggal

1 Pejabat Penatausahaan Barang
7 Pengurus Barang Pengelola

G - ^
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi narna Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atan pinjam pakai.
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(18) Diisi satuan barang Pemelihaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(19) Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara.
(20) Diisi satuan barang yang disetujui pemeliharaannya sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 
sebagainya.

(21) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap.

(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(23) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG M ILIK  DAERAH 
(RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA B A R A N G ....................................................................  (2)
T A H U N ............ (3f

H a  la m a n  : .......................... (If
PEM ER IN TA H  PROVINSI : ....................................................................  (4)
KABUPATEN/KOTA ........................................................................ (5)

No. K u a s a  P e n g g u n a
B a ran g / P ro g ra m / K e g ia ta n /  O u t p u t

R e n c a n a  K e b u tu h a n  P e n g a d a a n  B a ra n g  M i l i k  D ae rah
C ara  P e m e n u h a n K et.

K o d e  B a ran g N am a  B a ra n g J u m l a h S a tu a n
1 2 3 3 5 6 ---------------------?--------------------- 8----------

1 K u asa  P en g g u n a  B a r a n g ........................
A Program  ..................................................

1). K egiatan ...............................................
a O u tp u t ...............................................

x .x .x .x .x .x x .x x x
2 | K egiatan ................................................

a  O u tp u t ...............................................
X X X X X X X X X X

3|. D s t .........

B. Program  .............................................
1|. K egiatan ................................................

a  O u t p u t ...............................................
x .x .x .x .x .x x .x x x

2). Dst ..................................................

C. D s t .................

2 K u asa  P en g g u n a  B a r a n g ...............
A P ro g ra m ..................................................

1). K e g ia ta n ..............................................
a  O u tp u t ...............................................

x .x .x .x .x .x x .x x x
2). D s t ..................................................

B t ) s t .................................................
1|. D s t ................................................

t6/ i7) (SI (9) (10) ( n , {12) (13)

............................................. (141
Pengguna Barang
...................  <15)

m

. . . .  (16)

NIP.
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Petunjuk Pengisian :
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kola yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlalcu 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pebelian.
(13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(14) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(15) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(16) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG
RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG M ILIK DAERAH 

(RENCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG.................................................................  (2 )

TAHUN ...........  (3)
H a la m a n  : ........................... / 1)

PEMERINTAH PROVINSI .............................................................  (4)
KABUPATEN/KOTA .............................................................  (5)

No. Kuasa P engguna
B aran g / Program / K e g ia tan / O u tp u t

B arang  Y ang D ip e lih a ra R en can a  K e b u tu h a n  P e m e lih a ra an  B arang 
M il ik  D aerah  Y ang D is e tu ju i K et.

K ode B arang N am a B arang J u m la h S a tu a n S ta tu s  B arang K o n d is i B arang N am a P e m e lih a ra an J u m la h S a tu anB RR RB
1 2 3 ? 5 5 7 8 9 ID 11 12 -------- 13-------- -------- R --------

1 Kuasa Pengguna Barang
A. Program

1| Kegiatan
a. Output

X.X.X.X.X.XX.X
2| Kegiatan

a. Output
X.X.X.X.X.XX.X

3| £>st.....................................

B. Program
1| Kegiatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.x

2| Kegiatan
a. Output

x.x.x.x.x.xx.x
3| Dst.....................................

2 Kuasa Pengguna Barang
A. Program

1| Kegiatan
a. Output

x.x.x.x.x.xx.x
2| kst.....................................

B. Program
1| Kegiatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.x

2| Dst.....................................

3 Dst....................................

(6, (~) (Si (9l ,10, l ” l (12) (13, (14, (15, (16, <l-> (IS, (19,

PEMERINTAH PROVINSI .............................................................  (4)
KABUPATEN/KOTA .............................................................  (5)

.................................................... (20)
Pengguna Barang

...................................................................(21)

..................................... (22,
NIP.................................................................  (22)
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Petunjuk Pengisian
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna/program/ kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(16) Diisi uraian RKBMD yang disetujui.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya.

(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap.

(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(21) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan.
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT RKBMD PENGADAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PENGADAAN)

PROVINSI/  KABUPATEN /  K O T A ................................................................. (2)
TAHUN...........  (3)

H a la m a n  : .........................  (1)

No. P engguna  B a ra n g /P ro g ra m /K e g ia ta n /O u tp u t
R en can a  K eb u tu h an  BMD P e m en u h an  K e b u tu h a n  BMD

Cara P e m e n u h a n Ket.

K ode Barang N am a B arang J u m la h S a tu an J u m la h S a tu an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 P engguna  B a ra n g .......................

A Program  ...............................................
1|. Kegiatan ............................................

a. O u tp u t............................................
X.X.X.X.X.XX.XXX

2|. Kegiatan .............................................
a. O utput ............................................

X.X.X.X.X.XX XXX
3|. C is t...............................................

B Program ...............................................
1). K e g ia tan ..............................................

a. O u tp u t............................................
x .x .x .x .x .x x .x x x

2 |. Kegiatan ...............................
a. O u tp u t............................................

x .x .x .x .x .x x .x x x
3 |. D s t ...............................................

C. D s t ...............................................

2 P engguna  B a ra n g .......................
A P ro g ra m ...............................................

1|. Kegiatan ............................................
a. O u tp u t............................................

X-XXXX.XXXXX
2|. D s t ...............................................

B _ Program  ...............................................
1|. Kegiatan .............................................

a. O u tp u t............................................
X X . X X . X XX . XXX

2|. D s t ...............................................

C. D s t ...............................................

(41 ----------------------------------- ^ ----------------------------------- (6l (7) (8) (9) (10) (H i (12) ________ m ________

......................................................................(14)
Pengelola Barang.................................  (15)

......................................................................(14)
Pengelola Barang.................................  (15)

............................ue,
NIP................................................................ (16/
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Petunjuk Pengisian :
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(7) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (6) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang 
milik daerah yang berlaku.

(8) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(9) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dsb.
(10) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui.
(11) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2) , unit, buah, set,dsb.
(12) Diisi sesuai derigan cara pemenuhanriya misalkan sewa atau 

pembelian.
(13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang 

perlu diungkap.
(14) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(15) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
(16) Diisi narna dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG.................................................................  (2)
TAHUN............ (3)

Halaman : .................... (1)
PEMERINTAH PROVINSI    (4)
KABUPATEN/KOTA   (5)
PENGGUNA BARANG    (6)

No. P rog ram / K e g ia tan /O u tp u t Kode B arang N am a B arang Sem ula M en jad i A lasan
P e ru b ah an

K e b u tu h a n  M ak s im u m D ata D afta r B arang  Y ang D ap a t D io p tim a lis a s ik a n K e b u tu h an  R ii l  BMD Ket.
J u m la h S a tu an J u m la h S a tu an J u m la h S a tu an Kode B arang Nam a B arang J u m la h S a tu an J u m la h S a tu an

2 3 ---------- 5 ---------T ------- -------- 5 7 8 9 ID r r T2 13 P f 15 16 17 18

A. Program
1 Kegiatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.x

2 Kegiatan
a. Output

x x .x -x jc .x x -x
3 Dst....................................

B Program
1 Kegiatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.x

2 Kegiatan
a. Output

X.X.X.X.X.XX X
3 Dst....................................

C Dst....................................

(7) (8) (9, (10) 111) (12) (13) (14) 1151 (16) (17) (13) 119) (20) 1211 ____ (221____ (23) (24)

............. , ...................................... (25)
K u a s a  Pengguna Barang
.......................................... (26)

NIP.
mi
......(27)
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Petunjuk Pengisian :
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kola yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(11) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan.

(12) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan sesuai 
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, 
dan sebagainya.

(13) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 
Pengadaan.

(14) Diisi satuan kebutuhan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan 
dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 
panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya;

(16) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 
kententuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku;

(17) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 
: panjang (m), luas luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(19) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
(20) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan un luk dioptimalisasikan.
(21) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(22) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(23) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(26) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG .............................................................  (2,
TAHUN........... (3,

PEMERINTAH PROVINSI : ......................................................  (4)
KABUPATEN/KOTA .........................................................  (5,
PENGGUNA BARANG .........................................................  (6)

H alam an t

No. P rogram /K egiatan/O utput
Barang Yang D ipe lihara

Nama Pem eliharaan
Sem ula M enjadi Alasan

Perubahan Ket.
Kode Barang Nama Barang Ju m la h Satuan S ta tu s  Barang K ondisi Barang Ju m la h Satuan Ju m lah Satuan

B RR RB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A Program
1 K egiatan

a. O utput
X  X  X . X . X . X X . X

2 lieg ia tan
a. O utput

X  X . X  X . X  X3C X

3  D s t .........................

B Program
1 K egiatan

a. O utput
x x .x .x .x .x x x

2 K egiatan
a. O utput

X . X . X . X . X . X X . X

3  D s t ...............................................

C .  D s t ............

(~l t&l (9, 110) (11) 112) (13) 114) 115) (16, (17) (13, (19, (20/ (21) (22, (23)

....................................................(24)
Kuasa PenggunA Barang
.......................................  (25)

NIP. ..... (26)

< k &
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Petunjuk Pengisian
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/ kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya.

(20) Diisi kuantitas barang milik daerah yang disulkan menggantikan 
besaran satuan penelaahan RKBMD pemeliharaan.

(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 
panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(22) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya dilakukannya perubahan 
pada RKBMD pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(23) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lain yang perlu diungkap.
(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(25) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN PERUBAHAN RKBMD 
OLEH PENGELOLA BARANG.

KOP SURAT............... (1)

Nomor :........................(2)
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :........................(3)
Hal : Penyampaian Hasil 

Penelaahan RKBMD 
Taliun ..(4) pada......... (5)

Kepada

di -

Tempat, Tanggal Bulan Taliun

Yth......................................(5)

...................................................................................... ( 6)

Sehubungan dengan surat Saudara
Nomor:........................... (7) tanggal .....  (7) hal usulan Perubahan
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4)
pada .... (5) pada prinsipnya kami menyetujui hasil penelaahan 
Perubahan RKBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengelola Barang

( 8 )

Petunjuk Pengisian :
(1) Kop surat resmi yang berlaku.
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(5) Diisi SKPD (Pengguna Barang) yang dikirim.
(6) Diisi lokasi kedudukan SKPD.
(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh SKPD 

yang bersangkutan.
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyesahkan Hasil 

Penelaahan RKBMD.

£
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FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG......................................................  (2)
TAHUN......... (3)

Halaman : ..................... (1)
PEMERINTAH PROVINSI ...................................................  14)
KABUPATEN/KOTA i ................................................. (3)
PENGGUNA BARANG ...................................................  (6)

No.
Usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang M ilik Daerah Kebutuhan

Makaimum
Data Daftar Barang Yang Dapat 

Dioptimaliaasikan
Kebutuhan R iil 

BMD

Penelaahan 
Perubahan Rencana 

Kebutuhan 
Pengadaan BMD 
Yang Dieetujui

Cara
Pemenuhan Ket.

Program /  Ke giatan /  Out put Kode Barang Nama Barang Semula Menjadi Alasan
Perubahan Jum lah Satuan Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumlah Satuan

Jumlah Satuan Jum lah Satuan
1 --------------------- 5---------------------- 3 4 S 6 7 1 9 10 l i 12 13 14 ib 16 17 18 19 20 21

A Program ____________
1 Kegiatan

a Output
X X  X  X  X  X X  X

2 Kegiatan
a. Output

X  X  X  X  X  X X  . X

3 t > « ...........................::...

B Program
1 Kegiatan

A . Output
x.x.x.x.x.xx.x

2 D s t .........................................

C b s t ..........................................

iSi (91 H O ) (1 1 ) (1 2 ) 113) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (IT) (IS) (1 9 , (2  Of (2 1 ) (2 2 ) (2 3 ) ___£ 4i i - 5l (2 6 ) ____I2H___

................. ........... (28)
Disetujui.

PeiiEcun* B arang.......................................(29)

Nama Jabatan T td /P a ra f Tanggai
i Pgjabat Penatausahaan Pengguna Barang
J Pengurut Barang Pengguna
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten /Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(11) Diisi kuantitas barang milik daerah yang terantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan dilakukan perubahan.
(12) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 
Pengadaan.

(14) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan dilakukan perubahan 
dan menggantikan besaran satuan barang yang terantum pada hasil 
penelaahan RKBMD Pengadan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 
panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya dilakukannya perubahan 
pada RKBMD pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(16) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan 
standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(17) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 
panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasi.

(19) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasi.

(20) Diisi jumlah barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasi.

(21) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(22) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(23) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(24) Diisi kuantitas barang yang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan 

perubahan.
(25) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui dilakukan perubahan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya

(26) Disii sesuai cara pemenuhan misalkan sewa atau pembelian.
(27) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lain yang perlu diungkap.
(28) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(29) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan.
(3 0 ) D i is i  n a m a  d a n  N IP  p e ja b a t  y a n g  m e n g e s a h k a n .
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FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG..............................................................  (2,
TAHUN...........  (3,

PEMERINTAH PROVINSI : .......................................................  (4)
KABUPATEN/KOTA :   (5)
PENGGUNA BARANG s   (6)

H a lam an  i w

No. Program / K egiatan/ O u tp u t
Barang Yang D ip e lih a ra Nama

Pem eliharaan

Sem ula M enjadi Alaaan
P erubahan

P erubahan  Rencana 
K ebu tuhan  Pem eliharaan  

BMD Yang D ise tu ju i Ket.

Kode Barang Nama Barang Ju m la h Satuan S ta tu s  Barang K ondisi Barang Ju m la h Satuan Ju m la h Satuan Ju m la h SatuanB RR RB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 -------r s ------- ------ 19------

A. Program
1 Kegiatan

a. Output
X.X.X.X.X.XX X

2 Kegiatan
a. Output

x .x .x .x .x .x x .x
3 Dst..................................

B. Program
1 Kegiatan

a. Output
X.X.X.X.X.XX.X

2 Kegiatan
a. Output

x .x .x .x .x .x x .x
3 bst..................................

C. Dst..................................

f ' l W) (9, (10) a n (12) 113) . i24i 115) (16, (17) 1131 119) (20) (2D (22) (23) (24, (25,

......,........ (261
Pengguna Barang............................... (27)

NIP. ..... (28,

Telah diperiksa :
Nama Jabatan Ttd'/Paraf Tanggal

1 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
5 Pengurus Barang Pengguna
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana keija SKPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atan pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang Pemelihaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(20) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 

barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 

menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang 
(m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(22) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang 
sudah diusulkan sebelumnya.

(23) Diisi kuantitas perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.
(24) Diisi satuan perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.
(25) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(26) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(27) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(28) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG M ILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

KUASA PENGGUNA B A R A N G ................................................................... (2)

TAHUN ............ (3)
H a la m a n  : ...................... (1)

PEM ERINTAH PROVINSI s   (4)
KABUPATEN/KOTA s   (5)
PENGGUNA BARANG :   (6)

No. P ro g ra m / K e g ia ta n /  O u tp u t K ode B arang N am a B arang S e m u la M e n jad i A laaan
P e ru b a h a n

P e ru b a h a n  R e n c a n a  K e b u tu h a n  
P en g a d a a n  BM D  Y ang  D is e tu ju i C ara

P e m e n u h a n K et.

J u m la h S a tu a n J u m la h S a tu a n J u m la h S a tu a n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A. Program
1 Kegiatan

a. Output
x . x . x . x . x . x x . x

2 Kegiatan
a. Output

x . x . x . x . x . x x . x
3 D s t.........................................

B. Program
1 Kegiatan

a. Output
x . x . x . x . x . x x . x

2 Kegiatan
a. Output

X -X .X .X -X -X X .X
3 D s t .........................................

C. D s t.........................................

(~f 18) (9) 1101 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (IS) (19)

................ ...................... (20)
Kuasa Pengguna Barang.....................................  (21|

NIP.
l22i

1221
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Petunjuk Pengisian :
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kola yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana keija 

SKPD.
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan.

(12) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan sesuai 
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, 
dan sebagainya.

(13) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 
Pengadaan.

(14) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(16) Diisi perubahan kualitas barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui.
(17) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), luas luas (m2), unit, 
buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(21) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

6 ^
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FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG.............................................................  f t ,
TAHUN........... (3,

PEMERINTAH PROVINSI .......................................................... )4)
KABUPATEN /KOTA i ........................................................  i5)
PENGGUNA BARANG : ........................................................  (6)

H a l a m a n (1)

No. Program / Kegiatan/ O u tp u t
Barang Yang D ipe lihara Nama

Pem eliharaan

Sem ula M enjadi
A lasan P erubahan

Perubahan Rencana 
K ebu tuhan  Pem eliharaan  

Barang M ilik  Daerah 
Yang D isetu ju i Ket.

Kode Barang Nama Barang Ju m la h Satuan S ta tu s  Barang K ond isi Barang J  u in 1 ah Satuan J u m la h Satuan Ju m la h SatuanB RR RB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A. Program
1 Kegiatan

a. Output
X.X.X.X.X.XX.X

2 Kegiatan
a. Output

x.x.x.x.x.xx.x
3 Dst..................................

B. Program
1 Kegiatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.x

2 Kegiatan
a. Output

x.x.x.x.x.xx.x
3 Dst..................................

c. bst..................................

(~l Wi (9) (10) H D 112j 1131 (14) (15) 116) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23, (24, (25,

Kuasa Pengguna Barang
....................................... (27)

(26,

NIP.
J2S1 
..... (28)

(£ &
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Petunjuk Pengisian
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nama Pengguna Barang.
(7) Diisi nomor urut.
(8) Diisi nama program/ kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(19) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya.

(20) Diisi kuantitas barang milik daerah yang disulkan menggantikan 
besaran satuan penelaahan RKBMD pemeliharaan.

(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 
panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(22) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya dilakukannya perubahan 
pada RKBMD pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(23) Diisi kuantitas barang pada perubahan RKBMD pemeliharaan yang 
disetujui.

(24) Diisi satuan barang pada RKBMD pemelihraan yang disetujui 
pemeliharaannya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(25) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lain yang perlu diungkap.
(26) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(27) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan.
(28) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA BARANG.........................................................(2)
TAHUN.......... (3)

PEMERINTAH PROVINSI ..................................................... (4)
KABUPATEN/KOTA ..................................................... (5)

H a la m a n  : W

No. Kuasa Pengguna
Barang/ Program/ Kegiatan/ O utput Kode Barang Nama Barang Semula Menjadi Alasan

Perubahan
Kebutuhan Maksimum Data Daftar Barang Yang Dapat Dioptim alisasikan Ket.Jum lah Satuan Jum lah Satuan Jum lah Satuan Kode Barang Nama Barang Jum lah Satuan Jum lah Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 kuasa Pengguna Barang ..................
A. Program ..

1|. Kegiatan
a Output

X.X.X.X.X.XX.X
2|. Kegiatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.x

3|. Dst .... .........................

B Program ............................................
1|. Kegiatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.x

2| D s t .........

C. D st............................................

2 kuasa Pasaggvma B ara n g .....................
A. Program ............................................

1|. Kegiatan
a. Output

x.x.x.x.x.xx.x
2|. D s t.........................................

B D st.........
li. D st........................................

fit "(*/ _____ tSl_____ ______fit (10) a n (12) (13, (14) 1131 (161 (17, (IS, (19, (20, (21) (22) (23,

..........................................  (24,
Pengguna Barang
.............................. (23)

NIP. ..... (26)
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi sama Kabupaten /  Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/ program/ kegiatan /  output 

berdasarkan rencana ke§a SKPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2) ,
unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 
Pengadaan.

(13) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(15) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(16) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(17) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(18) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(19) Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan.

(20) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(21) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(22) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(23) Diisi keterangan dan /atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(25) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

4 - 0
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FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PENGGUNA BARANG............................................................ (2)
TAHUN........... (3)

H alam an : ....................... (1)
PEMERINTAH PROVINSI : .....................................................  (4)
KABUPATEN/KOTA ........................................................  (5)

No. Kuasa Pengguna
Barang/ Program/ K egiatan/ O utput

Barang Yang D ipelihara
Nama Pem eliharaan

Semula Menjadi Alasan
Perubahan Ket.

Kode Barang Nama Barang Ju m lah Satuan S tatus Barang K ondisi Barang Ju m lah Satuan Ju m lah Satuan
B RR RB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kuasa Pengguna Barang

A. Program
1| Kegiatan

a. Output
X.X.X.X.X.XX.X

2| Kegiatan
a. Output

x x . x x x n x
3| Dst..........

B. Program
1| Kegiatan

a. Output
X.X X.X X.XX X

2l Kegiatan
a. Output

x .x .x .x .x .x x .x
3| Dst.................................

2 Kuasa Pengguna Barang
A. Program

1| Kegiatan
a. Output

X.X.X.X.X.XX X
21 Dst.................................

B. Program
1) Kegiatan

a. Output
x  .x .x .x x  .xx .x

2| Dst.................................

3 Dst.................................

J* L Jr) (8) (9 ) HQ) 111) ( 1 2 ) ( 1 3 ) ( 1 4 , (15) (16) ____ a n ____ ____ m ____ ( 1 9 , ____ m ____ ____ OIL____ (23,

................................... (23)
Pengguna Barang
................................  (24)

NIP.
£1)
.... (25)
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Petunjuk Pengisian
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/ kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya.

(19) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 
Pemeliharaan.

(20) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(21) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
Pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(22) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap.

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(24) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH PENGELOLA 
BARANG.

KOP SURAT............... (1)

Tempat, Tanggal Bulan Taliun
Nomor :........................(2) Kepada
Sifat : Sangat Segera Yth..................................... (5)
Lampiran :........................(3) di -
Hal : Hasil Penelaahan RKBMD ....................................(6)

Taliun ..(4) pada......... (5)

Sehubungan dengan surat Saudara
Nomor:........................... (7) tanggal .....  (7) hal usulan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMDJ Tahun   (4) pada ....
(5) pada prinsipnya kami menyetujui RKBMD sebagaimana 
diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
9. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi 

berupa satuan barang milik daerah yang direkomendasikan 
untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

10. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD 
pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

11. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh Kuasa 
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan 
perubahan menjadi RKBMD Kuasa Pengguna Barang.

12. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud 
pada angka 3 di atas paling lambat Minggu keempat bulan Mei.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengguna Barang

Petunjuk Pengisian
(1) Kop surat resmi yang berlaku.
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(5) Diisi nama SKPD.
(6) Diisi lokasi kedudukan SKPD.
(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh SKPD 

yang bersangkutan.
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil Penelaahan 

RKBMD.
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FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA BARANG......................................................... (3)
TAHUN.......... (3)

PEMERINTAH PROVINSI .....................................................  f4)
KABUPATEN/KOTA .....................................................  (3)

H a l a m c t n  t m

No.
Usulan RKBMD Kebutuhan

Maksimum
Data Daftar Barang Yang Dapat 

Dioptim alisasikan Kebutuhan R iil BMD

Penelaahan 
Perubahan Rencana 

Kebutuhan 
Pengadaan BMD Yang

Disetuiui
Cara

Pemenuhan
Ket.

Kusss Pengguna
Barang/ Program/ Kegiatan/Output Kode Barang Nama Barang Semula Menjadi Alaaan

PerubAhAn Jum lah Satuan Kode Barang Nama Barang Jum lah Satuan Jum lah Satuan Jum lah SatuanJum lah Satuan Jural Ah Satuan
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Kuasa Pengguna Barang ...
A. Program

1). Kegiatan
A. Output

X .X .X .X .X .X X .X
2). Kagiatan

A. Output
X .X .X .X  X  X X  X

3). Dst ...

B. Program ...........................................
1|. KtgiAtAn

A. Output
x.x.x.x.x.xx.x

2). Kegiatan
a. Output

X .X .X .X .X .X X  X

31. D s t........................................

C. D st.......

2 Kuasa Pengguna Barang .
A. Program .........

1|. Kegiatan
a. Output

X .X .X .X .X  X X .X

2). D s t .....

B. D s t .....

lbl (71 <8i 19) ...... m , 111) ___ U 2 L - (13) __ (W 116) (17) ,13, ,19) <201 (21) (2 2 ) ( 2 3 , (2 4 , (2 5 ) (2 6 )

Telah diperilcsa :
No7 Nama Jabatan Ttd./Paraf tanggal1 Pejabat Penatausahaan Barang
2 Pengurus Barang Pengelola

NIP.
j2Sj
..... (29)
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi kuantitas barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 

Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan.
(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan dan menggantikan besaran satuan yang tercantum pada 
RKBMD Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu: 
panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(15) Diisi standar kebutuhan maksimal dengan data input sesuai ketentuan 
standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(16) Diisi satuan kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan 
standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(17) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasi.

(18) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasi.

(19) Diisi kuantitas barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasi.

(20) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan 
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya.

(21) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(22) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
(23) Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui.
(24) Diisi kualitas barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(25) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atan pembelian.
(26) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(27) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(28) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(29) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PENGGUNA BARANG ...............................................................  (2)
TAHUN...........  (3)

H a la m a n  : ......................... (1)
PEMERINTAH PROVINSI ...........................................................  (4)
KABUPATEN/KOTA : ........................................................  <5l

No.
K u asa  P en g g u n a

B a ra n g / P ro g ram / K e g ia ta n  /  O u tp  u t

B aran g  Y ang  D ip e l ih a r a
N am a P e m e lih a ra a n

S e m u la M e n ja d i A la s a n
P e ru b a h a n

P e ru b a h a n  R e n c a n a  
K e b u tu h a n

P e m e lih a r a a n  BM D  Y ang 
D is e tu ju i K et.

K ode B arang N am a B aran g J u m la h S a tu a n S ta tu s  B aran g K o n d is i  B arang J u m la h S a tu a n J u m la h S a tu a n J u m la h S a tu a n
B RR RB

“ T 2 3
-----------A-----------

5 ---------5— ~
--------------7------------- 8 9 10 11 12 13 14 15 re 17 re re

1 Kuasa Pengguna Barang
A. Program ............

1|. Kegiatan
a. Output

X.X.X.X.X.XX.X
2|. Kegiatan

a. Output

3 |. Dst...................................
x .x .x .x .x .x x .x

B Program ...................................
1| Kegiatan

a. Output
x .x .x .x .x .x x .x

2| Kegiatan
a. Output

x .x .x .x .x .x x .x
3|. Dst...................................

C. Dst...................................

2 Kuasa Pengguna Barang
A. Program ...............................

1), Kegiatan
a. Output

x .x .x .x .x .x x .x
2|. Dst...................................

E Dst...................................

,6, (?) (Si (9) 1101 111) 112> (13) (14) (15) (16) (17) (18, (19) (20) (21) (22) (23, (24)

, ...... ............ psi
Disetujui.

Pengelola Barang................................  (26,

Telah dipenksa :
N*o. Kama jabatan Ttd./Paraf Tanggal

1 Pejabat Penatausahaan Barang
2 Pengurus Barang Pengelola

NIP.
J2Zl
......(27)
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/ program /kegiatan /output 

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atan pinjam pakai.
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
(18) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 
sebagainya.

(19) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

(20) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(21) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang 
sudah diusulkan sebelumnya.

(22) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(23) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, 
dan sebagainya.

(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap.

(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(26) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan.
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA BARANG...............................................................  (2)
TAHUN........... (3)

H a la m a n  : ...........................(1)
14)
15)

PEMERINTAH PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA

No. K uasa Pengguna
B arang/ Program  /  K e g ia ta n /O u t p u t Kode Barang Nama Barang S em ula M enjadi A lasan

P eru b ah an

P eru b ah an  R encana 
K e b u tu h a n  Pengadaan 

BMD Yang D ise tu ju i Cara P em en u h an Ket.

Ju m la h S atuan J u m la h S atuan Ju m la h S atuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Kuasa Pengguna Barang.......
A Program ..........................

1|. Kegiatan
a. Output

X . X . X . X . X . X X . X X X

2|. Kegiatan
a. Output

X . X . X . X . X . X X . X X X

3|. D st...........................

B Program.......................................
1|. Kegiatan

a. Output
X . X . X . X . X . X X . X X X

2|. Kegiatan
a. Output

X . X . X . X . X . X X . X X X

3|. D st.......................................

C. D st.......................................

2 Kuasa Pengguna Barang...................
A. Program.............................

1|. Kegiatan
a. Output

X . X . X . X . X . X X . X X X

2|. D s t.......................................

B D st........
IT D s t.....................................

<6> (7) (3, (9) (10) HD (12) (13) (14i (15) (16) (17) (13)

.......  , ...................................  H9)
Pengguna Barang
..............................120)

NIP. (21)
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi rrama Kuasa Pengguna Barang program/ kegiatan/ output 

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan.

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), 
unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan 
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 
Pengadaan.

(13) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(15) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang 
disetujui.

(16) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui 
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, bu ah, 
set, dan sebagainya.

(17) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
(18) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(19) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(20) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(21) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PENGGUNA BARANG............................................................  (2)
TAHUN...........(3)

H alam an t .......................  (1)
PEMERINTAH PROVINSI .........................................................  (4)
KABUPATEN/KOTA .........................................................  (3)

No. Kuasa Pengguna
Barang/ Program/ K egiatan/ O utpu t

Barang Yang D ipelihara
Nama Pem eliharaan

Sem ula M enjadi Alaaan
Perubahan

Perubahan Rencana 
K ebutuhan 

Pem eliharaan  Barang 
M ilik  Daerah Yang 

D iaetuiui
Ket.

Kode Barang Nama Barang Ju m lah Satuan S ta tu s  Barang K ondisi Barang Ju m la h Satuan Ju m lah Satuan Ju m la h Satuan
B RR RB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Kuasa Pengguna Barang

A Program
1| Kegiatan

a. Output
X .X .X .X .X .X X .X

2) Kegiatan
a. Output

x.x.x.x.x.xx.x
3| Dst..................................

B Program
1| Kegiatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.x

2| Kegiatan
a. Output

X  x . x . x . x . x x . x

3| Dst..................................

2 Kuasa Pengguna Barang
A Program

1| Kegiatan
a. Output

x.x.x.x.x.xx.x
2| Dst..................................

B. Program
1| Kegiatan

a. Output
x.x.x.x.x.xx.x

2| Dst..................................

3 E>t«...........:........................................... "

16/ (7) l 3 f (9, ( 1 0 , 1 1 1 , I l 2 l ,13, ( 1 4 ) ( 1 3 i ( 1 6 , (17) ( 1 8 ) (19, (20, < 21 , ( 2 2 ) ( 2 3 , ( 2 4 ,

............................................. (23)
Pengguna Barang
................................  (26,

NIP.
J2Zt
..... (27)
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna
(8) Barang/ program/kegiatan/output berdasarkan rencana keija SKPD.
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerahyang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). Diisi 

sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat RB.
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 

Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan 
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 
sebagainya.

(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

(19) Diisi satuan barang yang diusulkan nutuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(20) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang 
sudah diusulkan sebelumnya.

(21) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(22) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai
(23) ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 

sebagainya.
(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(26) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

PRO V IN SI/K ABU PA TEN /K O TA .................................................................. (2)
TA H U N ...........  (3)

H a la m a n  : ......................... (1)

FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA

No. Pengguna
Barang/ Program / K egiatan/ O utp  u t Kode Barang Nama Barang

Sem ula M enjadi
Alasan

Perubahan

Perubahan Rencana K ebutuhan 
Pengadaan Barang M ilik  Daerah 

Yang D ise tu ju i Cara Pem enuhan Ket.

Ju m la h Satuan Ju m la h Satuan Ju m la h Satuan

1 2 3 5 5 6 7 8 5 10 11 17 ------- 13-------
1 Pengguna Barang

A. Program.....................................
1|. Kegiatan.

a. Output
X . X . X . X . X . X X . X

2|. Kegiatan
a. Output

x .x .x  x .x .xx .x
3 |. D st.....................................

B Program.....................................
1). Kegiatan

a. Output
x.x .x .x .x .xx .x

2|. Kegiatan
a. Output

x.x .x .x .x .xx .x
3 |.  D st.....................................

C Dst.....................................

2 Pengguna Barang..................
-----A---CVri&yQm------------------------------------

1). Kegiatan
a. O u tp u t

x.x .x .x .x .xx .x
2|. D st.....................................

B. Program .....................................
1|. Kegiatan

a. Output
x.x .x .x .x .xx .x

2). D st.....................................

C. D st.....................................

(4) I^l (6) (~) l8) (9) (10) (111 (12) (121 ,14, (151 (16)

..................... , ............................. fl7)
Pengelola Barang.................................. (18)

... .................................  (19,
NIP...................................................  119)
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja SKPD.
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(8) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan.

(9) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), 
unit, buah, set, dan sebagainya.

(10) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan 
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 
Pengadaan.

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 
pada hasil penelaahan RKBMD pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

(13) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang 
disetujui.

(14) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui 
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (mJ, luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya.

(15) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atan pembelian.
(16) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap.
(17) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(18) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
(19) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PROVINSI /KABUPATEN /KOTA

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......................................................... (2)
TAHUN..........  (3)

H a la m a n  : ................. . (1)

No. Pengguna
Barang/ Program/ K egiatan/O utput

Barang Yang Dipelihara Nama
Pemeliharaan

Semula Menjadi Alasan
Perubahan

Perubahan Rencana 
K ebutuhan 

Pem eliharaan Barang 
M ilik  Daerah Yang 

D isetujui
Ket.

Kode Barang Nama Barang Ju m lah  Satuan Status Barang Kondisi Barang Jum lah Satuan Jum lah Satuan Jum lah SatuanB RR RB1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Pengguna B a ra n g ......................

A. Program
1| Kegiatan

a. O utput
X.X.X.X.X.XX.X

2| Kegiatan
a. Output

x .x .x .x .x .x x .x
3| D s t .............................................

B. Program
1| kegiatan

a. Output
x .x .x .x .x .x x .x

2| Kegiatan
a. O utput

x .x .x .x .x .x x .x
3| D s t .............................................

2 Pengguna Barang ........
A. Program

1| Kegiatan
a. Output

x .x .x .x .x .x x .x
2 | D s t .............................................

B. Program
I | Kegiatan

a. Output
x .x .x .x .x .x x .x

2 | D s t .............................................

3 D s t.............................................

I4! J^l (61 (7) (8) 19) 110) (11) (12) (13) (14) (15) l ! 6 i (17) (13, (19) (20) (21) (22)

............................................<23/
Pengelola Barang
................................<24,

NIP.
J22
.....(25)

Q~ &
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Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi nomor urut.
(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja SKPD.
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.
(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(8) Diisi kuantitas yang dipelihara.
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.
(10) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat 

dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
(14) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan nutuk dilakukan 

pemeliharaan.
(15) Diisi kuantitas barang yang diusulkan nutuk dilaktikan pemeliharaan.
(16) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 
sebagainya.

(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tereantum pada hasil 
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(19) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang sudah 
diusulkan sebelumnya.

(20) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
(21) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2) unit, buah, set, dan 
sebagainya.

(22) Diis keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(24) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

0


